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Abstrak 

Penulisan Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang 
kedudukan korporasi sebagai subejek hukum dalam cyber pornografi serta 
bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku aktif dan 
korporasi sebagai pelaku pasif dalam kedudukannya sebagai perantara 
komunikasi online sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh 
masyarakat. Dalam artikel jurnal ini menggunakan penelitian hukum 
normatif. Korporasi sebagai subjek hukum diakui dalam UU ITE Pasal 27 (1)  
jopasal 52 ayat 4 akan tetapi defenisi korporasi itu sendiri kabur mengingat 
dalam UU ITE tidak dijelaskan terlebih dalam hukum pidana umum (KUHP) 
tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Dalam cyber pornografi Pertanggungjawaban 
pidana korporasi dalam hal korporasi bertindak sebagai pelaku aktif bisa 
dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 52 ayat 4 UU ITE dan juga pasal 40 

   ayat (7) UU 44 tahun 2008 tentang akan tetapi dalam hal korporasi bertindak 
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sebagai pelaku pasif yaitu sebagai perantara komunikasi online atau sebagai 
penyedia platform tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya 

   karena belum adanya regulasi yang mengaturnya. 
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Abstract 

Writing this article aims to identify and analyze the position of corporations 
as legal subjects in cyber pornography and forms of corporate criminal liabil- 
ity as active actors and corporations as passive actors in their position as 
online communication intermediaries as platform providers that can be ac- 
cessed by the public. In this journal article, normative legal research is used. 
Corporations as legal subjects are recognized in the ITE Law Article 27 (1) in 
conjunction with article 52 paragraph 4, but the definition of the corpora- 
tion itself is vague considering that the ITE Law is not explained especially in  
general criminal law (KUHP) which does not recognize corporations as le- 
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gal subjects who can be held criminally responsible. In cyber pornography, 
corporate criminal liability in terms of corporations acting as active actors 
can be charged with Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 52 
paragraph 4 of the ITE Law and also Article 40 paragraph (7) of Law 44. of 
2008 concerning Pornography, but in the case of corporations act as passive 
actors, namely as intermediaries for online communication or as platform 
providers, cannot be held criminally responsible because there are no regu- 
lations that regulate it. 

 

 
 

1. Pendahuluan 

Salah satu jenis kejahatan siber (cybercrime) 

yangcukup populer dan yang paling banyak 

muncul saat ini adalah kejahatan di dunia maya 

(cyberporn). Hal ini ditandai dengan banyaknya 

penyebaran muatan melalui jaringan internet yang 

kita kenal dengan istilah Cyber Pornography. 

Penyebaran konten yang mempunyai muatan de- 

ngan menggunakan jaringan internet (cyber por- 

nography) saat ini perkembangannya sangat pesat 

karena dengan bantuan jaringan internet penye- 

barannya bisa dengan begitu cepat dan begitu luas 

tanpa ada batasan ruang dan waktu. Cyber por- 

nography adalah jenis kejahatan yang harus di- 

tangani secara serius, hal ini dikarenakan dampak 

dari terlalu sering menonton film porno melalui 

jaringan internetdapat merusak psikologis maupun 

kesehatan pengguna layanan tersebut bahkan bagi 

orang lain bisa jadi menimbulkansuatu kejahatan 

baru seperti: pemerkosaan, pembunuhan, penca- 

bulan, penculikan, pelecehan seksual dan berbagai 

kejahatan terkait lainnya. 

Dampak yang begitu berbahaya dari cyber 

pornography tersebut tentu sangat meresahkan 

masyarakat, bahkan hal tersebut membuat 

masyarakat tertentu menjadi sangat ketakutan 

bahkan trauma setelah mendengar dan mengetahui 

dari pemberitaan media terkait banyaknya tindak 

pidana yang terjadi saat ini sebagai akibat dari 

menonton film pornografi. Disisi lain ketika kita 

melakukan aktivitas di dunia maya tidak jarang 

ditemui konten-konten yang berbau ponografi 

maupun porno aksi yang tetap eksis baik di dalam 

penelusuran Google, Youtube maupun didalam 

media sosial sebagai perantara komunikasi online 

misalnya pada media sosial Twitter. 

Konten yang berbau di twitter tergolong mu- 

dah, cukup dengan mengetik kata kunci yang 

berbau akan muncul begitu saja konten konten ter- 

kait, ini dikarenakan Twitter sendiri tidak mem- 

blokir penggunaan kata-kata mesum dalam sistem 

pencariannya (Zaenudin, 2020).  Pencarian  konten 

di twitter sebagai penyedia platform yang dapat 

diakses oleh  masyarakat adalah cukup mudah, hal 

ini mengakibatkan Twitter dijadikan wadah untuk 

menjual konten pornografi,  sehingga  cyberporn 

saat ini dijadikan komoditi bisnis.  Banyak  akun- 

akun di twitter yang menawarkan konten-konten 

dalam bahasa twitter jual-beli konten dengan 

istilah “open member” dimana dalam beranda 

akun yang menjual konten tersebut menyebutkan 

ketika bergaung menjadi member akan dimasukan 

ke dalam grup WhatsApp, Line kemudian 

diberikan alamat akses (link) untuk mengakses. 

Secara umum situs memang sudah diblokir 

oleh pemerintah dengan dasar Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) 

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2014 Tentang 

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. 

Dengan adanya peraturan ini negara sesungguhnya 

ingin menjamin masyarakat dalam menggunakan 

internet terhindar dari konten internet yang berpo- 

tensi memberikan dampak yang negatif. Dengan 

dasar regulasi tersebut beberapa aplikasi media 



|276 |  

Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 3 Desember 2021 
ISSN PRINT  2356-4962  ISSN  ONLINE  2598-6538 

 
 

sosial juga sudah memblokir konten di aplikasi 

masing-masing sebagaimana amanat peraturan ter- 

sebut, akan tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada 

juga aplikasi seperti twitter dimana pemilik akun 

tertentu dengan leluasa menyebarluaskan konten 

kepada khalayak umum secara leluasa tanpa ada 

penyaringan atau pengawasan dari penyedia 

layanan terkait. 

Perkembangan saat ini patut diduga masih 

ada media sosial tertentu yang tidak memblokir 

penggunaan kata-kata yang terkait dengan dalam 

pencariannya atau setidak tidaknya lalai dan tidak 

mengawasi secara maksimal para member dalam 

menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai dampak- 

nya penyalahgunaan penyebaran konten semakin 

marak terjadi serta tidak bisa dipungkiri bahwa 

pelaku maupun perantara komunikasi online se- 

bagai penyedia platform yang dapat diakses oleh 

masyarakat seperti media sosial juga mendapatkan 

imbas berupa keuntungan secara finansial. 

Cyber pornographysudah seharusnya men- 

dapatkan perhatian yang serius, sebagai contoh 

kasus yang telah disebutkan di atas tersebut adalah 

gambaran bahwa konten yang mengandung mu- 

dah untuk dijumpai, dan yang menjadi keresahan 

masyarakat adalah akibat daricyber pornography 

dapat menimbulkan suatu tindak pidana yang lain. 

Berdasarkan situasi saat ini perkembangan tekno- 

logi informasi dan media elektronik menyebabkan 

beredarnya konten-konten yang mengandung se- 

makin tumbuh subur dan mudah untuk tersebar, 

terlebih jika melihat kasus cyberporn pada tiap 

tahunnya mengalami peningkatanbaik berdasarkan 

hasil patrolisiber atas laporan polisi yang dibuat 

masyarakat. 

Secara umum berkaitan dengan penyebaran 

konten dengan menggunakan jaringan internet 

(online) memang sudah diatur dalam undang- 

undang terutama dalam UU ITE, akan tetapi tidak 

bisa dipungkiri perkembangan teknologi dan 

informasi terhadap kejahatan dan porno aksi saat 

ini terus meningkat. Sebagaimana dikemukakan 

Titik Suharti bahwa pada era modernisasi dan glo- 

 

balisasi menimbulkan peningkatan kejahatan, 

bukan hanya kualitas tapi kuantitas, bahkan 

kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya yang 

dilakukan oleh manusia (natuurlijk persoon) akan 

tetapi dapat pula dilakukan oleh korporasi 

(Suharti, 2000). Dari fenomena tersebut perlu dikaji 

lebih lanjut apakah dalam perantara komunikasi 

online sebagai penyedia platform yang dapat di- 

akses oleh masyarakat dapat dimintai pertang- 

gungjawaban pidana baik sebaga pelaku aktif 

maupun sebagai pelaku pasif? Mengingat selama 

ini penegakan hukum terkait kasus pertang- 

gungjawaban pidananya belum ada pada korporasi 

melainkan hanya kepada individunya (Syam, 

2020). Oleh sebab itu dalam artikel ini akan menje- 

laskan terkait pengaturan korporasi sebagai subyek 

hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidana 

sekaligus bentuk pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam cyber pornography. 

 

2. Metode 

Metode penelitian Normatif adalah metode 

yang digunakan dalam penulisan artikel ini, adapun 

yang ditelusuri adalah kebenaran dari sisi 

normatifnya berdasarkan logika keilmuan hukum. 

Penelitian normatif dapat pula disebut dengan 

penelitian doktrinal dimana peraturan perundang- 

undangan dan bahan pustaka lainnya sebagai objek 

kajian (Soejono dan Abdurahman, 2003). Dalam 

penelitian hukum normatif ini penelitian hukum 

dilakukan dengan mempelajari permasalahan dari 

sudut pandang yuridis-normatifnya terkait dengan 

tindak pidana yang menggunakan jaringan internet 

(cyber pornography) baik korporasi bertindak 

sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif. 

 

3. Pembahasan 

3.1 Korporasi sebagai subyek hukum dalam 

cyber pornografi 

Perkembangan hukum pidana saat ini, se- 

sungguhnya korporasi sudah diakui sebagai subjek 
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hukum yang tentunya dapat dimintai pertang- 

gungjawaban pidana. Pengakuan korporasi sebagai 

subjek hukum pidana dapat kita temukan dalam 

berbagai undang-undang khusus diluar KUHP 

atau yang kita kenal dengan istilah hukum pidana 

khusus sekalipun dalam penegakan hukumnya 

seringkali masih mengalami berbagai persoalan. 

Hal ini merupakan hal yang baru mengingat dalam 

KUHP sebagai hukum pidana umum tidak mengenal 

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. 

Perkembangan kejahatan saat ini juga begitu 

pesat seiring dengan perkembangan tehnologi 

informasi yang memudahkan masyarakat dalam 

banyak hal dengan bantuan tehnologi atau jaringan 

internet. Namun demikian banyak pihak yang 

menyalahgunakan kemajuan tehnologi tersebut 

untuk melakukan suatu kejahatan seperti tindak 

pidana (cyber pornography), yang kemudian dari 

perbuatan tersebut ada beberapa pihak yang tentu 

secara nyata memperoleh suatu keuntungan dan 

ada juga pihak tertentu yang justruturut menikmati 

keuntungan secara finansial (motif bisnis). 

Adapun perbuatan yang termasuk sebagai 

kategori tindak pidana adalah sebagaimana diatur 

dalam pasal 4 ayat (1) undang undang yaitu 

“larangan perbuatan memproduksi, membuat, 

memperbanyak, menggandakan, menyebarluas- 

kan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

atau menyediakan yang secara eksplisit memuat:a. 

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi 

atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin atau 

f. anak”. 

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) dalam Penjelasan 

tersebut juga sudah ditetapkan suatu batasan di- 

mana jika membuat untuk dirinya sendiri dan 

kepentingan sendiri bukanlah perbuatan “mem- 

buat” yang dilarang dalam pasal tersebut. Artinya 

dalam bahasa yang sederhana jika membuat untuk 

kepentingan sendiri atau koleksi pribadi bukan 

merupakan suatu perbuatan pidana akan tetapi ke- 

tika tersebut diketahui oleh orang lain atau oleh 

khalayak umum baik karena dengan sengaja 

menyebar luaskan maupun karena kelalaiannya 

menyimpan sehinga diketahui khalayak umum 

barulah kemudian perbuatan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang 

dapat dituntut secara pidana. 

Kenyataannya dalam hal terjadinya suatu 

tindak pidana dengan menggunakan jaringan 

internet (cyber pornography) tidak bisa terlepas 

dari peran perantara komunikasi online atau 

sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh 

masyarakat. Oleh sebab itu pertanggungjawaban 

pidana atas tindak pidana yang demikian tidak 

hanya ditujukan keepada pihak yang menyebar- 

luaskan konten tersebut melainkan juga dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana kepada 

perantara komunikasi online atau sebagai penye- 

dia platform seperti twitter, google, youtube dll. 

Secara yuridis apakah korporasi merupakan 

subjek hukum yang dapat dituntut secara pidana 

dalam cyber pornography maka ketentuan per- 

aturan perundang undangan yang dapat kita 

jadikan acuan adalah UU ITE sebagaimana di- 

maksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang 

mengatur tindakan setiap orang yang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Doku- 

men Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan”. Kemudian dalam pasal 52 

ayat 4 menegaskan jika perbuatan dalam Pasal 27 

sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi 

maka korporasi tersebut dipidana dengan ketentu- 

an pidana pokok ditambah dua pertiga”. 

Rumusan pasal tersebut Secara eksplisit di- 

sebutkan bahwa korporasi diakui sebagai subjek 

hukum dalam undang undang ITE yang juga dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun de- 

mikiansiapa yang dimaksud dengan korporasi dan 

apa batasan untuk dikategorikan sebagai korporasi 
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dalam pasal tersebut adalah tidak jelas karena di- 

dalam ketentuan umum pasal 1 juga tidak ada 

terminologi terkait korporasi itu sendiri. Hal ini 

semakin bias mengingat dalam hukum pidana 

umum (KUHP) tidak mengakui korporasi sebagai 

subjek hukum dan tidak ada defenisi korporasi 

yang bersifat umum yang bisa dijadikan acuan atau 

rujukan dalam penerapan pasal 52 ayat (4) tersebut. 

Sehingga dengan tidak adanya terminologi 

korporasi dalam ketentuan undang-undang ini 

akan menimbulkan masalah hukum tersendiri 

nantinya dalam penerapan pasal pidana tersebut. 

Hal ini berbeda dengan undang-undang 

khusus lainnya, sebut saja seperti Undang-Undang 

Narkotika Pasal 1 angka 21 yang sudah dengan 

jelas merumusakan terkait korporasi dan juga ben- 

tuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi 

tersebut. Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam 

undang undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dimana dalam Pasal 1 angka 1 sudah 

menjelaskan defenisi Korporasi bahkan lebih rinci 

lagi dalam pasal 20 ayat (1) mengatur dalam hal 

korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka 

yang dituntut dan dijatuhkan pidana adalah 

korporasi dan atau pengurusnya. Oleh sebab itu, 

dalam hal diakuinya korporasi sebagai subjek 

hukum dalam sebuah undang-undang yang 

bersifat khusus maka haruslah juga dimuat defenisi 

dari korporasi itu sendiri sehingga bisa memu- 

dahkan penegak hukum dalam penerapan hu- 

kumnya ketika korporasi turut melakukan suatu 

perbuatan pidana tertentu. 

Tidaklah mudah untuk meminta pertang- 

gungjawaban pidana kepada sebuah korporasi 

yang melakukan suatu perbuatan pidana, apalagi 

jika tidak ada defenisi dari korporasi itu sendiri 

yang diatur dalam undang-undang terkait. Hal ini 

bisa kita lihat dampaknya dimana korporasi sangat 

jarang dituntut dan dipidana, terutama dalam 

kasus cyber pornography nyaris tidak ada kor- 

porasi yang dituntut dan dipidana atas suatu 

pelanggaran terkait dengan larangan dalam undang- 

 

undang ITE tersebut, sekalipun dalam ketentuan 

umum pasal 1 ayat (22) sudah memuat terminologi 

“Badan Usaha” yang memiliki pemahaman yang 

hampir sama dengan korporasi itu sendiri. 

 

3.2 Pertanggungjawaban korporasi dalam 

cyber pornografi 

Salah satu persoalan pokok dalam hukum 

pidana adalah terkait dengan pertanggungjawbaan 

pidana. Artinya pertanggungjawaban pidana 

tersebut merupakan suatu bagian yang esensial dari 

hukum pidana itu sendiri sebagai akibat dari 

perbuatan pidana yang telah terjadi. Dalam hal 

terjadinya cyber pornography tentu juga tidak 

terlepas dari peran dari perantara komunikasi 

online sebagai penyedia platform yang juga turut 

memperoleh keuntungan ekonomi atau finansial 

dari pelaku cyber pornography maupun masya- 

rakat yang turut mengakses konten tersebut. 

Cyber pornography saat ini merupakan suatu 

fenomena yang harus diperhatikan secara serius. 

Karena peredaran dan porno aksi saat ini sangat 

pesat seiring dengan perkembangan alat tehnologi 

yang menggunakan jaringan internet yang sudah 

tentu cakupannya lebih luas dan lebih cepat dalam 

peredarannya. Peredaran konten diberbagai  me- 

dia sosial saat ini juga membawa suatu keuntungan 

bagi pihak tertentu atau bahkan korporasi tertentu 

mengingat konten tersebut secara umum dibuat 

dengan motif bisnis atau untuk keuntungan eko- 

nomi tertentu. 

Terjadinya cyber pornography yang menjadi 

korban sesungguhnya ada 3 (tiga) pihak yaitu: 

Pertama, orang yang menjadi model atau objek itu 

sendiri, Kedua adalah masyarakat umum (terkait 

ketertiban masyarakat umum) dan Ketiga adalah 

korban lainnya adalah orang yang menjadi korban 

kejahatan baru karena sebagai akibat dari menon- 

ton conten tersebut yang kemudian menyebabkan 

terjadinya tindak pidana baru baik itu pemer- 

kosaan, pencabulan, penculikan dll. 
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Terutama untuk korban pribadi yang men- 

jadi model dalam cyberpornography sudah tentu 

secara lagsung menderita kerugian besar baik 

secara fisik yaitu terjadinya kekerasan seksual, se- 

cara psikologis mengalami rasa malu dimasyarakat, 

dan secara sosiologis yaitu dikucilkan oleh ling- 

kungan kerja atau masyarakat sekitarnya. Kondisi 

yang demikian tidak hanya dialami dalam waktu 

singkat namun akan terjadi secara terus menerus 

dilakukan oleh masyarakat dan menyematkan stig- 

ma negatif kepada korban apalagi yang namanya 

jejak digital tidak akan pernah hilang sampai anak 

cucunya kelak juga akan mengetahui aib tersebut. 

Disisi lain Stephen Scafer menyatakan bahwa ada 

6 (enam) bentuk korban dari kejahatan antara lain: 

Unrelated Victims, Precipitative Victims, Provoca- 

tive Victims, Socially weak victims, Biologically 

weak victims, dan Self Victimizing (Schafer, 1981). 

Disisi yang lain cyberpornography memiliki 

karakteristik yang berbeda dari tindak pidana 

kesusilaan lainnya, dimana ciri khasnya adalah 

menimbulkan keinginan untuk menikmati materi 

itu lagi secara terus menerus (sifat adiksi). Keter- 

gantungan pada materi berbeda dengan ketergan- 

tungan narkotika yang hanya merusak kesehatan 

penggunanya narkotikanya saja (crime without 

victim). Sedangkan kalau cyber pornography men- 

jadikan korbannyaingin terus mencari dan menik- 

mati materi (ketergantungan) karena terkait erat 

dengan kebutuhan dan perkembangan seksual dari 

penggunanya bahkan terdapat kesukaran bagi 

pengguna utuk mengendalikan emosi seksualnya. 

Dampak jangka panjang pengguna konten 

tersebut akan berubah melakukan suatu tindak 

pidana baru. Hal yang paling berbahaya dari cyber 

pornography bukan hanya pada korbannya lang- 

sung tetapi pada generasi muda bangsa yang ber- 

potensi tidak akan memiliki harkat dan martabat 

yang bernilai Pancasila mengingat mayoritas kor- 

bannya adalah dari kalangan generasi muda. Oleh 

sebab itu pertanggungjawaban pidana penyebaran 

konten  dengan  menggunakan  jaringan  internet 

(cyber pornography) merupakan suatu perbuatan 

yang bisa dikategorikan melanggar Pasal 27 Ayat 

(1) UU ITE yang sudah melarang siapapun baik 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan”. 

Undang-Undang ITE sendiri istilah yang 

digunakan adalah istilah yang umum yaitu 

“Melanggar Kesusilaan” karena dalam UU ITE sen- 

diri tidak terdapat istilah yang lebih khusus yaitu 

“Pornografi” sekalipun hal itu bisa dimaknai sama 

atau memiliki esensi yang sama. Sedangkan ancam- 

an pidana atas pelanggaran terhadap larangan 

tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 45 

ayat (1) yaitu dengan  pidana penjara paling lama 

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu 

miliar rupiah. Lebih lanjut dalam pasal 52 ayat 4 

sudah diatur jika pelakunya yang melanggar Pasal 

27 sampai dengan Pasal 37 adalah sebuah 

korporasi maka tuntutan ditambah dua pertiga 

dari pidana pokok. 

Jika memperhatikan ketentuan pidana dalam 

pasal tersebut, sesungguhnya pertangggungjawab- 

an pidana korporasi hanya terbatas pada perbuat- 

an korporasi yang bersifat aktif saja atau jika kor- 

porasi dengan sengaja melakukan tindakan berupa 

mendistribusikan, mentransmisikandan/atau 

membuat dapat diaksesnyadokumen elektronik 

yang melanggar kesusilaan maka terhadap kor- 

porasi terkait bisa dikenakan ketentuan pasal 52 

ayat 4 yaitu penambahan pidana pokok dua per- 

tiga. Hal ini jika pidana pokok dalam Pasal 27 di- 

ancam paling lama 6 (enam) tahun pidana penjara 

maka jika perbuatan tersebut dilakukan oleh kor- 

porasi maka ditambah dua pertiga menjadi di- 

ancam paling lama 10 (sepuluh) tahun pidana 

penjara. 

Namun demikian dalam UU ITE tersebut 

tidak juga menentukan secara tegasjenis sistem per- 

tanggungjawaban pidana yang mana yang dianut- 
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nya dari tiga jenis sistem pertanggungjawaban 

pidana korporasi, apakah “Pengurus korporasi 

sebagai pembuat dan pengurus itulah yang ber- 

tanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat tetapi 

pengurus yang bertanggungjawab ataukah Korpo- 

rasi sebagai pembuat dan korporasi itu pula yang 

bertanggungjawab” (Setiyono, 2009). Lebih lanjut 

dalam UU ITE tidak menyebutkan kategori dan 

batasan kapan dan dalam hal apa pengurus atau 

korporasinya yang bisa dimintai pertanggung- 

jawaban pidana. Penjelasan Pasal 52 Ayat (4) juga 

sudah menjelaskan tujuan pasal tersebut untuk 

menghukum perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/ 

atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki 

kapasitas untuk: “a. mewakili korporasi; b. meng- 

ambil keputusan dalam korporasi; c. melakukan 

pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; 

d.  melakukan   kegiatan   demi   keuntungan 

korporasi” (Putra, 2017). 

Berbeda halnya dengan UU 44 tahun 2008 

tentang yang sudah secara spesifik mengatur 

dengan jelas dan detail pertanggungjawaban pi- 

dana korporasi dalam hal korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari 

mulai ketentuan pasal 1 ayat (3) yang sudah mene- 

gaskan makna kata setiap orang adalah orang 

perseorangan atau korporasi. Demikian halnya di- 

berbagai pasal yang lain sudah menyebutkan de- 

ngan tegas dan membedakan antara manusia pri- 

badi dengan korporasi dalam hal perbuatan yang 

diancam pidana. Lebih rinci dalam pasal 40 ayat 

(1) sampai ayat (6) menjelaskan batasan klasifikasi 

dan jenis perbuatan pidana yang menentukan da- 

lam hal apa pengurus dan atau korporasi yang 

dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Demikian dengan ancaman sanksi pidana 

sebagaimana disebut dalam pasal 40 ayat (7) ketika 

tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka selain 

pidana penjara dan denda kepada pengurusnya, 

juga pidana denda terhadap korporasi maksimum 

pidana dikalikan 3 (tiga)  dari pidana denda yang 

 

sudah ditentukan (Mulyono, 2017). Sedangkan un- 

tuk pidana pokok dalam UU tersebut sebagaimana 

diatur dalam pasal 29 dimana pelanggaran ter- 

hadap Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling 

singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak 

enam miliar rupiah, demikian seterusnya tergan- 

tung klasifikasi perbuatan pidananya yang diatur 

sampai dengan sampai pasal 38. Selain itu Pasal 41 

juga mengatur pidana tambahan diluar pidana 

pokok seperti antara lain Pembekuan izin usaha, 

Pencabutan izin usaha, Perampasan kekayaan hasil 

tindak pidana dan juga Pencabutan status badan 

hukum. 

Jika memperhatikan rumusan pasal pidana 

dalam hal pertanggungjawaban pidana Korporasi 

baik dalam UU ITE maupun dalam UU tersebut 

sesungguhnya hanya merumuskan perbuatan 

pidana yang dilakukan oleh korporasi secara aktif. 

Namun dalam hal Korporasi sebagai pelaku Pasif 

yaitu sebagai perantara komunikasi online atau 

sebagai penyedia platform seperti: twitter, google, 

youtube dll dalam hal terjadinya cyber pornogra- 

phy masih belum diatur pertanggungjawaban 

pidananya atau masih terdapat kekosongan hukum 

didalamnnya yang kedepan perlu diatur lebih 

lanjut dalam pembaharuan hukum pidana dimasa 

mendatang. Hal ini perlu mengingat karena marak- 

nya cyber pornographysaat ini dimana korporasi 

tersebut sesungguhnya turut bersalah dan juga 

turut mendapatkan keuntungan secara finansial 

atas cyber pornography tersebut baik karena mem- 

biarkan dengan sengaja ataupun karena kelalaian- 

nya untuk memblokir atau take down. 

Padahal dalam PERMENKOMINFO No. 19 

Tahun 2014 sudah mengatur Situs Internet Ber- 

muatan Negatif yang dilarang oleh pemerintah di- 

mana situs yang dimaksud dalam peraturan ter- 

sebut dalam pasal 4 ayat (1) adalah situs dan juga 

kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan per- 

aturan perundang- undangan. Selain itu dalam 
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pasal 8 juga sudah ditentukan bahwa penyeleng- 

gara jasa akses internet berkewajiban melakukan 

pemblokiran terhadap situs - situs yang terdapat 

dalam TRUST + Positif lebih lanjut dalam Pasal 8 

ayat (3) juga sudah ditentukan ancaman sanksi se- 

suai ketentuan peraturan perundang-undangan 

bilamana penyelenggara jasa akses internet tidak 

melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). Akan tetapi meski demikian dalam 

kenyataannya saaat ini masih banyak terjadi cyber 

pornographyyang dilakukan oleh korporasi baik 

korporasi sebagai pelaku aktif maupun korporasi 

sebagai pelaku pasif. Terlebih korporasi yang 

berperan sebagai perantara komunikasi online atau 

sebagai penyedia platform saat ini seringkali lalai 

atau bahkan membiarkan terjadinya cyber pornog- 

raphy yang sudah tentu menimbulkan dampak 

kerugian masyarakat namun bagi korporasi terkait 

menimbulkan suatu keuntungan atau kemanfaatan 

tertentu. 

Secara konseptual paling tidak ada dua 

pendekatan dalam kebijakan pertanggungjawaban 

pidana perantara (korporasi), yaitu: “Pertama, per- 

aturan secara horisontal (horizontal regulation) 

menitikberatkan dimensi pertanggungjawaban per- 

antara terkait dengan semua jenis konten, seperti 

peraturan yang dikembangkan oleh OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and 

Development). Kedua, peraturan secara vertikal 

(vertical regulation) yang mengarah pada pengem- 

bangan aturan yang diarahkan pada domain 

khusus, seperti hak cipta, perlindungan anak, data 

pribadi, pemalsuan, nama domain, dll (Lilian 

Edwards,)”. Lebih lanjut dalam Article 19 meng- 

identifikasi pertanggungjawaban pidana bagi per- 

antara internet, yaitu: 1). Model tanggung jawab 

mutlak (strict liability mode) yang membebankan 

tanggung jawab perantara internet atas konten 

pihak ketiga. Perantara internet secara efektif di- 

minta untuk memantau konten agar mematuhi 

undang-undang. Apabila kewajiban ini gagal di- 

tunaikan, maka mereka akan menghadapi berbagai 

sanksi, termasuk penarikan izin usaha dan / atau 

sanksi pidana. Model ini digunakan di beberapa 

negara, misalnya, di Thailand dan China. 

2). Model safe harbor memberi kekebalan 

terhadap perantara internet asalkan sesuai dengan 

persyaratan tertentu. Model ini menekankan 

instrumen notice and take down sebagai jantung 

prosedur pembebanan tanggung jawab perantara 

internet. Model safe harbor dapat dibagi menjadi 

2 (dua) pendekatan, meliputi: (a) Pendekatan 

vertikal (vertical approach) Rezim pertanggung- 

jawaban hanya berlaku untuk jenis konten tertentu. 

Contoh pendekatan yang paling terkenal dari 

pendekatan ini adalah US Digital Copyright Mil- 

lennium Act 1998 (DMCA) yang meletakkan pro- 

sedur spesifik melalui instrumen notice and take 

down untuk menangani keluhan tentang pelang- 

garan hak cipta; (b) Pendekatan horizontal, tingkat 

imunitas yang berbeda yang diberikan perantara 

internet tergantung pada jenis aktivitas yang diper- 

masalahkan. 

Model di atas didasarkan pada E-Commerce 

Directive (ECD) di Uni Eropa yang memberikan 

imunitas yang hampir lengkap kepada perantara 

yang hanya menyediakan akses teknis ke internet 

seperti penyedia layanan telekomunikasi. Sebalik- 

nya, host akan kehilangan imunitasnya, jika gagal 

mengambil tindakan segera untuk menghapus atau 

menonaktifkan akses terhadap informasi ilegal saat 

mereka secara actual mengetahui tentang konten 

semacam itu. 

Ketentuan ini secara efektif memberikan 

dasar pengembangan prosedur notice and take 

down tanpa benar-benar menghilangkannya, 3. 

Model imunitasnya luas (broad immunity model) 

memberikan imunitas yang luas atau bersyarat 

mengenai tanggung jawab perantara internet atas 

konten pihak ketiga dan membebaskannya pembe- 

banan persyaratan umum untuk memantau kon- 

ten. Dengan model ini, perantara internet diperla- 

kukan sebagai messenger yang tidak bertanggung 
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jawab atas konten yang mereka bawa, bukan seba- 

gai publishers, yang bertanggung jawab atas 

konten yang mereka sebarkan meskipun  dipro- 

duksi oleh orang lain. Hal ini dapat ditemukan, 

misalnya di Amerika Serikat, Singapore atau Uni 

Eropa” (Adzkar Ahsinin, 2017). 

 

4. Simpulan 

Korporasi merupakan sebagai subjek hukum 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 

dalam cyber pornography berdasarkan ketentuan 

Pasal 27 (1) jo pasal 52 ayat 4 UU ITE yang terbatas 

pada norma pasal pemidanaannya. Akan tertapi 

dalam UU tersebut tidak dijelaskan terkait dengan 

siapa yang dimaksud dengan korporasi menyebab- 

kan ketentuan pasal pidana tersebut menjadi tidak 

jelas atau kabur makna hukumnya terlebih dalam 

KUHP sendiri sebagai hukum pidana umum tidak 

memberikan defini terkait korporasi sehingga hal 

ini menimbulkan masalah tersendiri dalam pene- 

rapannya. Pertanggungjawaban pidana korporasi 

dalam dalam cyber pornographybisa dikatego- 

rikan dalam dua jenis perbuatan yaitu perbuatan 

yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat 

pasif. Korporasi bertindak sebagai pelaku aktif 

maka korporasi tersebut bisa dimintai pertang- 

gungjawaban pidana berdasarkan berdasarkan 

ketentuan Pasal 27 (1) jo Pasal 45 ayat (1) jo pasal 

52 ayat 4 UU ITE dan pasal 40 ayat (7) UU 44 tahun 

2008 tentang Pornografi. Namun demikian dalam 

hal korporasi bertindak selaku pelaku pasif yaitu 

sebagai perantara komunikasi online atau sebagai 

penyedia platform seperti: twitter, google, youtube 

dll dalam hal terjadinya cyber pornographymasih 

belum diatur bentuk pertanggungjawaban pidana- 

nya dalam hukum positif diindonesia, artinya kor- 

porasi selaku pelaku pasif dalam cyber pornogra- 

phy tidak bisa dimintai pertanggungjawaban 

pidana karena masih terdapat kekosongan hukum 

terkait dengan hal tersebut. 
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